PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan  pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6995);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
tahun 2021 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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7.

10.

11.

12,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme
Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka
Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025);

Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
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Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada
Pangan;

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar
Adat dan Sekaa Truna (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2
Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan
Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan
Permusyawarahan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2024 Nomor 54);

Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);

18.Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2025

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2027
(Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2025 Nomor
66);
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19. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun
2024 Nomor 75).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 12.249.623.489,00

2. Belanja Desa Rp 22.437.506.727,71
Surplus/Defisit (Rp 10.187.883.238,71)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 10.187.883.238,71

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp -
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp 10.187.883.238,71

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa; dan
b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada.

Pasal 4
Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek

belanja; dan
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c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya
kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 31 Desember 2025
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

-—-’—"‘_@1}'\.1
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NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod
pada tanggal 31 Desember 2025

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2025 NOMOR 76
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LAMPIRAN PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD NO 13 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN ANGGARAN SUMBER
REKENING (Rp) DANA
1 2 3 4 5
a|lblcla|b
04 PENDAPATAN 12.249.623.489,00
04/01 Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00
04|01/01 Hasil Usaha Desa 30.000.000,00
04|01{01|01| |- Bagi Hasil BUMDes 30.000.000,00 |PAD
04|01|02 Hasil Aset Desa =
04]01{03 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong A
04|01(04 Lain-lain Pendapatan Asli Desa n
04/02 Pendapatan Transfer 12.171.623.489,00
04|02 |01 Dana Desa 373.456.000,00 |DD
0402|02 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 9.280.713.320,00
04]0202]01 - Bagi Hasil Pajak Daerah 9.243.915.498,00 |BHPD
0al02[02]o1| |- Bagi Hasil Retribusi Daerah 36.797.822,00 [BHRD
04|02(03 Alokasi Dana Desa 2.132.254.169,00 |ADD
04|02(04 Bantuan Keuangan Provinsi 85.200.000,00 |BKK Prov
04]02|05 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 300.000.000,00 |BKK Kota
04{03 Pendapatan Lain-lain 48.000.000,00
04(03|06 Bunga Bank 48.000.000,00 |PLL
JUMLAH PENDAPATAN 12.249.623.489,00
05| |BELANJA 22.437.506.727,71
01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 17.533.206.090,00
o1lo1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 4.107.753.040,00
Pemerintahan Desa
01/01]01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel 175.240.000,00
- Penghasilan Tetap Perbekel 65.340.000,00 |ADD
- Gajl ke 13 Perbekel 5.500.000,00 |BHPD
- Tunjangan Jabatan Perbekel 104.400.000,00 |BHPD
010102 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.190.040.204,00
- Penghasilan Tetap Perangkat Desa 626.040.204,00 |ADD
- GaJi ke 13 Perangkat Desa 52.800.000,00 |BHPD
- Tunjangan Jabatan Perangkat Desa 511.200.000,00 |BHPD
01/01/03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan Perangkat Desa 90.288.276,00
- Tunjangan BPJS Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa 8.219.796,00 |ADD
- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa 82.068.480,00 |8HPD
01[01]04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) 1.358.472.000,00
- Honor PKPKD dan PPKD 158.400.000,00 |BHPD
- Perjalanan Dinas 50.000.000,00 |ADD
- Biaya Administrasi Bank 240.000,00 |PLL
- Belanja ATK 75.612.000,00 |ADD
- Fotocopy dan Jilid 12.660.000,00 |ADD
- Materai 4.400.000,00 |PLL
- Cetak Blanko dan Buku Administrasi 3.600.000,00 |PLL
;;l::k Listrik, Telp, Wifi, Air, Retribusi Sampah ke TPA, Surat Kabar, Isi Tabung 135.580.000,00 |Silpa BHPD
- Banten Adi Sehari hari, Banten Rahinan dan Banten Tumpek 71.850.000,00 |Silpa PLL
- Rapat Rutin Perbekel dengan Perangkat dan Staf 7.920.000,00 |ADD
- Rapat Koordinasi 21.000.000,00 |ADD
- Honor Tenaga Kontrak 314.400.000,00 |BHPD
- Pajak/Samsat Kendaraan Inventaris Kantor 8.600.000,00 |ADD
- Pemeliharaan, Perawatan Peralatan dan Barang Inventaris Kantor 352.570.000,00 |Silpa BHPD
- Sewa Gudang 12.000.000,00 |Silpa BHRD
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